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GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 73 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI DAN
 
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a .	 bahwa sehungan dengan tindaklanjut dan rekomendasi
 
dari Tim Penilai Penerapan dan Evaluasi Kinerja
 
PPK-BLUD Provinsi Lampung tanggal 15 Nopember
 
2018, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung
 
Nomor 37 Tahun 2014 Pedoman Pemberian
 
Remunerasi dan Pembentukan Dewan Pengawas
 
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa
 
Daerah Provinsi Lampung dan diseuaikan kembali
 
dengan peraturan perundang-undangan tentang Badan
 
Layanan Umum Daerah;
 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas 
dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi 
dan Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan 
Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 
Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
 
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 

2 .	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
perbendaharaan Negara ; 

4 .	 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang system 
Jaminann Sosial Nasional; 

5 .	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan; 

6 .	 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit; 
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7.	 Undang-Undang Nornor 18 Tahun 20 14 tentaru 
Kesehatan Jiwa; 

8 .	 Undang-Undang Nom or 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagairnana telah beberaoa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang No:.uor 
Tahun 2015; 

9.	 Peraturan Pernerintah Norr.or 23 Tahun 2005 te tn ta n g 
Pengelolaan Keuangan Badan Layana n Umum, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ; 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11.	 Peri .turan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
.Jaminan Kesehatan: 

12	 Peraturan Men teri Keuan gari Ncrn or 10 / PMK.02 / 2006 
tentang Pedornan Penetapan Rernunerasi Bagi Pejabat 
Pengelola Dewan Perigawas dan Pegawai Badan 
Layanan Umum; 

13.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahu n 2006 
tentang Pedornan Pengclolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali te ra kh ir 
dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 
21 Tahun 2011; 

14.	 Peraturan Menteri Keuangai. Nomor 
109 /PMK.05 /2007 tentang Dewan Pengawas Badan 
Layanan Umurn; 

15.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah ; 

16.	 Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nornor ;) Tahun 
2016 tentang Tarif Pelayanan Rurnah Sakit Jiwa 
Daerah Provinsi Larnpung; 

Memperhatikan 1.	 Keputusan Gubernur Lampung Nomor 
G/358/B.V/HK/l1/2013 tanggal 5 April 2013 tentanj 
Penetapan Rumah Sakit .Iiwa Daerah Provinsi Lampunj 
sebagai Instansi Pemcrintah Daerah Provinsil.ampun j 
yang menerapkan Pola Pengeloiaan Keuarigan Badar 
Layanan Umurn Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PE~T'(J~N' GtJBgRNtJR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2014 
TENTANG PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 
PEMBERIAN REMUNERASI DAN PElVIBENTUKAN DEWAN 
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUl\I DAER..l\.H PADA RUMAH 
SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG 



Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pemberian Remunerasi dan. Pembentukan Dewan Pengawas 
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit .Iiwa Daerah Provinsi Lampung 
diubah menjadi sebagai berikut: 

1.	 Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Fasal 4 , Pa sal 5 dan Pasal 6 diu bah , sehingga 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 , Pasal 5 dar. Pasal 6 be rbunyi sebagai berikut: 

BAB II 

REMUNERASI 

Pasal2 

(1)	 Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD diberikan rernunerasi sesu a i dengan 
tanggungjawab dan profesionalisme. 

(2)	 Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneru pakan imbalan 
kerja berupa gaji ,tunjangan tetap, insentii, !JCllUS atas prest.a si, pesangon 
dan / atau pensiun. 

(3)	 Pejabat Pengelola menerima rernunerasi sebagaimana dirnaksud ayat (1) 
meliputi: 

a.	 bersifat tetap berupa gaji; 

b.	 bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas 
prestasi; dan 

c.	 pesangon bagi pegawai pernerintah dengan perjanjian dan professional 
lainnya atau pensiun bagi pegawai ncgeri sipil. 

(4)	 Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a .	 bersifat tetap berupa gaji; 

b.	 bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas 
prestasi; dan 

c.	 pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian dan professional 
lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil. 

(5)	 Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(6)	 Remunerasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh 
Gubernur, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pernimpin BLUD 
melalui Sekretariat Daerah. 

Pasa! 3 

(1)	 Remunerasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Gubemur berdasarkan usulan pirnpinan. 

(2)	 Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Gubcrnur sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) mernperi imbangkan prinsip proporaionalitas , kcsetaraan, 
kepatutan, kewajaran dan kinerja, 

(3)	 Selain mempertimbangkan prinsip sebagairnuna dimaksud pada ayat (2), 
pengaturan remunerasi dapat mempertirnbangkan indeks harga 
daerah / wilayah. 



(4)	 Penetapan remunerasi pemimpin BLUD m ernpertimbangka n Iaktor- Iakto r ya ng 
berdasarkan: 

a.	 Proporsionalitas yang diukur dengan bcsarnya beban aset yang dikelola da n 
besaran pendapatan RSJD; 

b . Kes etara an yang m emperhatikan indus tri pe laya n a n sej enis ; 

c . Kepatutan ya n g m elihat kemamptian keuan ga n rurns.h sak it dalam 
memberikan insentif kepada karyawan; 

d.	 Peningkatan efektivitas capaian t8.rge tj sasara n ~/ ang di te ta pkan da n 
Rencana Strategis Bisnis RSJD; dar. 

(5)	 Remunerasi pejabat keuangan dan pej a bat teknis dite tapka n paling banya k 
sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD. 

Pasa14 

Honorarium Dewan Pengawa s ditetapkan sebagai berikut: 

a. Remunerasi dalam bentuk honorarium clibe ri ka n kepada Dewan Perigawa s 
dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan berupa u ang, bersifa t 
tetap dan diberikan setiap bulan. 

b. Honorarium dewan Pengawas ditetapka n sebagai berikut: 
1) Honorarium Ketua Dewan Pengawa s pal ing banyak sebesar 40% (ernp a t 

Puluh Persen) dari Gaji Pernirnpin BLVD ; 

2) Honorarium anggota Dewan Penga wa s paling banyak sebesar 36% (tiga 
Puluh Enam Persen) dari gaji pernimp in BLVD; dan 

3) Honorarium Sekertaris Dewan Pe rigawas paling 
(lima belas persen) dari gaji pernimpin BLVD. 

banyak sebesar 15% 

Pasa15 

(1)	 Pengaturan remunerasi bagi Pejabat Peri gelola da n pega wai BLVD 
sebagaimana dimaksud dalam pa sal 2 ayat (2) da pat di hitu ng berdasarkan 
indikator penilaian: 

a.	 Pengalaman dan m asa kerja (basic index); 

b.	 Keterapilan, ilmu pe. rgetahuan dan perilaku (competen cy mdex); 

c. Resiko Kerja (risk in c.ex};
 

d. Tingkat Kegawatdaruratan (emergency index);
 

e.	 Jabatan yang di sandang (position index); dan 

f.	 Hasil/ capaian kinerj a (performance index). 

(2)	 Bagi Pejabat Pengelola an dan Pcgaw ai BL UD yang berstatu s PNS , Gaii Pokok 
dan Tunj angan m engikuti peraturan perunda ng-undangan te n ta n g gaj i dan 
tunjangan PNS serta dapa.t c'iberikan tam baha n pen gh a sila n sesuai 
remunerasi ya n g ditetapkan oleh Gu berrr ur sebagaimana dima ksud dal a rn 
Pasal 2 ayat (4) 

Pasa16 

(1) Pejaba t pengelola, Dewan Pengawa s dan Sekretaris Dewa n Penga was yang 
d iberhentikan sementara dari jabatannya mernperolch peri gha sil a n sebesar 
50% (lima puluh persen) dari rernunera si ,' honorarium bu lan tcra khir yang 
berlaku sejak tanggal diberheritikan sarnpai dengan di tetapkan nya 
keputusan yang final. 



(2)	 Bagi Pejabat pengelola bers ta tus PNS ya ng d iberhcn tikan sernentara dari 
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), me m perole h pe n ghasilan 
sebesar 50% (lima Puluh persen) dan remunerasi bulan t crukhir d i BLUD 
sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaj i PNS 

2.	 Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diubah , seh ingga Pasal 7 , Ps.sal 8, dan 
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

BAH III
 

DEWAN PENGAWAS
 

Bagian Kesatu
 

Pernbentukan
 

Pasal7
 

(1)	 Dalam rangka pelaksanaan pengawa san terha da p penge lola an BLUD 
d ibentuk Dewan Pengawas, 

(2)	 Dewan pengawas sebagaimana dirna ksud P8.d2 ayat (1) d apa t d iben tuk oleh 
Kepala Daerah. 

(3)	 Pembentukan Dewan Pengawas sebagairnana dimaksud ayat (1) hanya 
dapat dilakukan oleh BLVD yang mcmiliki realisasi pendapatan menurut 
laporan realisasi a n gga ran 2 (dua) tahun te ra k h ir a tau nil a i aset menurut 
neraea 2 (dua) tahun terakhir. 

(4) Dewan Pengawas seba !;aimana di m aksud pada ayat (1) diben tuk u n t u k 
pengawasan dan pengendalian in ternal ya ng dil akukan oleh Pejabat 
pengelola . 

(5)	 Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (riga) orang ata u 5 (lima) 
orang. 

Bagian Kedua
 

Keanggotaan
 

Pasal H 

(1)	 Jumlah anggota Dewan Pengawas palin g banyak 3 (tiga) orang se bagairnana 
dimaksud pada aya t (1) untuk BLUD yang m erniliki: 

a . Realisasi pendapatan meriurut laporan real isa s i a ngga ra n 2 (dua) tahun 
terakhir sebesar Rp.30 .000.000.000 ,OO (riga puluh mi lia r rupia h) sampai 
dengan Rp.100 .000.000.000,OO (seratu s rni liar r upiah); atau 

b . Nilai	 aset menurut neraca 2 (du a) tahun tcra khir sebesar 
Rp.150 .000.000.000,OO (se ra tus lim a pul u h m iliar ru p iah ) sarnpai d engan 
Rp .500.000.000 .000 ,OO (lima ra tu s m iliar rupiah). 

(2)	 Anggota Dewan Pengawas Sebagairnana d im aksud d a lam pa sal 7 ayat (1) 
terdiri a t a s unsur : 

a.	 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegia tan BLUD 

b . 1	 (satu) orang pejabat SKPD yang mernbidan gi pe n gelolaan keuangan 
daerah ; 

c . 1 (satu) orang ten a ga a h li yang sesuai dcn gan kegia tan 8 LUD; dan 

d . Tenaga ahli sebagairnana dimaksud huru f e dapa t bera s a l dari tenaga 
professional, a tau perguruan tingggi yang m ernaha m i tu gas fungsi 
kegiatan dan layanan BLUD. 



Bagian Ketiga
 

Persyaratan
 

Pasa19 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengaw as yang bersangkutan 
harus: 

a.	 sehat jasmani dan rohani; 

b.	 memiliki keahlian, integritas, kepernimpinan, pcngalarnan, j ujur, perilaku 
yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk mernajukan dan mcngembangkan 

c.	 memahami penyelengara an pernerintah daerah. 

d.	 memiliki pengetahuan yc..ng memadai tugas dan fungsi BLUD; 

e.	 menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 

f.	 bcrijazah paling renda S-l (Strata Satu); 

g.	 bcrusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun tcrhadap unsur sebagaimana 
dimaksud pasal 8 ayat (2); 

h.	 tidak pernah menjadi anggota Di reksi, Dewan peng2was atau Komisaris yang 
dinayatakan bersalah menyebal.kan badan usaha yang dipimpinnya 
dinyatakan pailit; 

1.	 tidak sedang menjalani sanksi pidaria; dan 

J.	 tida k sedang menjadi pengurus partai politik. 

3.	 Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

BABIV
 

TUGAS DAN KEWA,JlBAN DEWAN PENGAWAS
 

Pasal 10 

(1)	 Dewan Pengawas memiliki tugas: 
a.	 memantau perkembangan kegiatan BLUD; 

b.	 menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan 
memberikan rekomendasi atas hasil peniiaian untuk ditindaklanjuti oleh 
Pejabat Pengelola BLUD; 

c.	 memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil 
laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; 

d.	 memberikan nasihat kepada Pcjabat Pengelola dalarn rnelaksanakan tugas 
dan kewajibannnya; dan 

e.	 memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur rnerigenai: 

1.	 RBA yang diusulkan Pejabat Pcngelola; 

2.	 Permasalahan yang menjadi kendala dalarn pcngelolan BLUD; dan 

3. Kinerja BLUD 

(2)	 Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf b, 
diukur paling sedikit meliputi: 

a.	 memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan 
(rentabilitas) . 

b. memenuhi kewajiban janka pendeknya (lilruididas). 

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan 

d. kemempuan penerimaan dari jasa layanan untuk mernbiayai pengeluaran. 



(3)	 Penilaian kinerja non keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) huruf b 
diukur paling sedikit berdasarkan persoekti f pelanggan , prosess internal 
pelayanan, pembelajaran dan perturnbuhan. 

(4)	 Dewan Pengawas melaporkan pelaksauaan tu ga s nya s eba ga im a n a dimaksud 
pada ayat (1) kepada Gubernur secara be rkala palin g seci ikii 1 (sm u ) kali 
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-v.ak tu apabila diperluka n . 

4 .	 Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 be r bunyi se baga : bcr iku t: 

BABV
 

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS
 

Pasal 11
 

(1)	 Masa jabatan anggota Dewan Perigawas d ite ta pka n 5 (lima) tah uu .d apat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali rna sa j abatan berik utnya a pabi la belum 
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) t.ah u n . 

(2)	 Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling unggi 
60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas d ari unsur tenaga a h li dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya . 

5, Ketentuan Pasal 12, Pasal 13 , Pasal 14, dan Pasal 15 diubah, sch in gga 
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 1.5 berbu nyi sebagai beriku t : 

BAB VI
 

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
 

DEWAN PENGAWAS
 

Pasa112
 

(1)	 Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karen a: 

a . Meninggal duriia 

b . masa jabatan berakhir;atau 

c . diberhentikan sewaktu-waktu. 

(2)	 Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)	 huruf c, karena: 

a.	 tidak dapat melaksanakan tugasnya dcngan baik; 

b .	 tidak melaksanakan keterituan peraturan perundang-undangan: 

c .	 terlibat tindakan yang merugikan BLUD; 

d .	 dinyatakan bersalah dalam putus an pengadilan ya ng te lah m empunyai 
kekuatan hukum tetap; 

e .	 m engundurkan diri; dan 

f.	 terlibat dalam tindakan kecurangan ya n g mengakibatkan ke rugia n pada 
BLUD, Negara danjatau daerah. 

Pasal 13 

(1)	 Gubernur dapat merigangkat Sekretar.ts Dewan Pengawa s untuk 
m endukung kelancaran tugas Dewan Pengawas . 

(2)	 Sekretaris Dewan Pengawas seba ga im a n a dimaksud pacta aya t (1) bukan 
merupakan anggota Dewan Perigawas . 



Pasal14 

(1)	 Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat 
seorang Sekretaris Dewan Pengawas 

(2)	 Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 
oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas . 

Pasal15 

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan 
Sekretaris Dewqan Pengawas dibebankan kepada BLUD, dan uimuat dalam 
Rencana Bisnis dan Anggaran. 

6.	 Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 oerbunyi sebagai berikut: 

BAB VII 

PUSAT PELAYANAN 

Pasal 16 

(1)	 RSJD merupakan pusat rujukan dari scluruh sa ra na Kesehatan yang ada 
di Daerah. 

(2)	 Pelayanan kesehatan pada RSJD m eliputi pelayarian pada pusat pendapatan 
atau Revenue Centre dan pada pusat pernbiayaan dan a ta u Cost Center. 

(3) Kelompok pusat pendapatan atau Revenue Centre, terdiri dar i: 

a. pelayanan Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat; 

b. pelayanan Rawat Inap; 

c. pelayanan Farmasi; 

d. pelayanan Laboratorium; 

e. pelayanan Radiologi; 

f. pelayanan NAPZA; 

g. pelayanan Gigi; 

h . pelayanan Rehabilitasi Mental; 

1.	 pelayanan EEG, EKG, dan ECT; 

J.	 pelayanan Fisiotherapi; 

k.	 pelayanan Psikologi; 

1.	 pelayanan Psikoterapi; 

m .	 pelayanan Diklat; dan 

n .	 pelayanan lain yang menghasilkan pendapatan 

(4)	 Kelompok Pusat Pembiayaan dan.' atau cos! center. 

(5)	 Besaran remunerasi berupa insentif bagi Pejabat Peri gelola, dan pegawai 
BLUD sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 2 aya t (:2), ditetapkan 
berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ya ng 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 



7 . Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

BAB VIII 

SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI 

Pasal17 

(1)	 Jasa pelayanan merupakan penerimaan yang diperoleh oleh rumah sakit 
sebagai imbalan atas pemberian jasa pelayanan kepada konsumen 

(2)	 Besaran jasa pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

(3)	 Alokasi jasa pelayanan diberikan untuk insentif langsung dan insetif tidak 
langsung sebesar 40% ( empat puluh persen) 

(4)	 Alokasi jasa pelayanan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Direktu:: 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan Pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
Pada tangga14 Desember 2018 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttrl 

M.RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tangga14 Desember 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

ttd 

Salinan sesua dengan aslinya 
KEPALA B RO HUKUM, Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si
 

Pembina Utama Madya
 J
NIP. 19640209 198903 1 008 

ZULFIKAR, S.H, M.H
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003
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